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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pimpinan
dan pegawai dalam upaya pencegahan pemberantasan
tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang,
dan pelanggaran terhadap ketentuan tata laksana
pemerintahan yang baik di Badan Tenaga Nuklir
Nasional, perlu melakukan pengelolaan laporan
pelanggaran yang terjadi di Badan Tenaga Nuklir
Nasional;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle
Blowing System) di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);

7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

8. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir;

9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VI11/2010
tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 5
Tahun 2014;

10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai BATAN;
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11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 11 Tahun 2013
tentang Kode Etik Pegawai;

12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013
tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan
Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BATAN;

13. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
BATAN Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL.

Pasal 1

(1) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang selanjutnya disebut
Pedoman SPP/WBS sebagaimana tersebut dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pedoman SPP/WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
mendorong setiap Pimpinan dan pegawai BATAN untuk
menyampaikan kepada pihak yang berwenang di internal BATAN
mengenai pelanggaran di BATAN.

Pasal 2
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMFIRAN PFERATUREAN

KEPALA BADAN TEMNAGA NUKLIE NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG FEDOMAN SISTEM FELAPOREAN
FELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DI BADAN TEMAGA NUKLIE NASIONAL

BAE 1
PENDAHULIUJAN

A Latar Belakkang

Dalam pelalcsanaan tata lalcsana pemerintahan vang baike suatu entitas
bailc entitaz publik maupun swasta, transparansi dan keterbulcaan
merup alktan scbagai salah satu falctor penting untuk mendorong pimpinan
dan pengelola serta pegawal suatu organisasi dalam  memberilkcan
lcantribusi vang bemmanfaat dan bernilai tambah batc bagi organisasi
maupun pamangku kepentingan Terdapat berbagai metode atau cara
dalam  implatmentasi  transparansi  untulke  menduloung afelctivitas
pelaltsanaan tata laltsana pemerintahan yvang baik, salah  satu metode
dimalcsud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran [ Whistle Blowing System)
vang selanjutnyva dissbut SPR/ WES.

Meninglkatnva pelanggaran, penvalahgunaan wewenang dan atau
penvimpangan vang terjadi bailc dalam pelaksanaan tugas kep emerintahan
maupun  di sdotor swasta seperti korupsi, suap maupun  praketic
lcecurangan lainnya mendorong diperlulcannya suatu sistemn vang efelctif
untuls lebih dini mencegah terjadinyva pelanggaran dan atau penvimp angan
dimalcsud. Pencegahan lebih dini sebagai bagian dari early warning system
dimalcsudlcan agar organisasi dapat tnemecahloan persoalannya secara
mandiri sebelum pemmasalahan wang timbul  diketahui  oleh public
schingga berdampalk pada reputasi organizsasi dan lainnya. Balah satu cara

vang paling efdctif untulk mencegah  dan  memberantas  praketik
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pelanggaran, penyvimpangan dan atau prakrk vang bertentangan dengan
tata laksana pemerintahan vang baik adalah melalui implementasi
3PP/ WEBS.

KEctersediaan personcl vang kompeten, memililkki kelebihan fkelstimewarn
dari Fimpinan scrta ketersediaan anggaran vang memadal juga meripakan
falitor-faktor penduloung keberhasilan 3PP/ WES. Badan Teonaga Nuldir
Nasgional [BATAN) memiliki dan mengutamakan  lkomitmen  terhadap
transparansi, keterbukaan, intcgritas dan akuntabilitas, Namun demiliian,
dalam  pelaksanaan  operasional  sehari-hari BATAN  mengantisipasi
kemungkinan adanya pelanggaran, penyvalahgunaan, dan atau malapralktik
yvang dapat berpengarub secara signifikan terhadap reputasi BATAMN.
Melalui SPRE/SWEE diharapkan sebagai salah satu metida deteksi dini atas
terjadinya pelangeparan dimaksud. Dengan adanva implementasi SPPSWES
ini diharapkan budaya iransparansi dan keterbukaatn semakin meningkal
dan mendorcng kinerja organisasi, melindungl para  pemangkn

kepentingan serta menjadi salah saln budava organisasi

Dengan demikian pada gilitannya elekiiviias Mungsi dan tugas pokak dapatl
tercapal balk dalam rentang walktu pendek maupun panjang scria

meninglkatnya reputast BATAN baik di dalam maupun luar neger.
I, Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pedoman SPP/WRS ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pimpinan dan seluruh pegawai BATAN dalam berperilaku terhadap hal-hal
vang terkait dengan pelanggaran dan atau penyimpangan kode etilk,
hukum, standar prosedur operast dan kebijakan managjemen serts hal-hal
lainnya vang dipatdang perlu dapal merugikan dan/fatan membahayakan
organisasi seperti Hngkungan, gedung kanwor, kondisi kerja, repulasi

organisasi, dan pemangku kepentingan lainnva.

Tujuan SPR/ /RS bag internal organizsasi BATAM adalah:
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1. Mendorong setiap DPimpinan dan  pegawal BATAN  untuk
menyvampaikan kepada pihalt internal BATAN yvang berwenang tentang
pelanggaran dan atan penyvimpangan kode etik, hukum, standar
progcdilr operasi, kebijakan manajemen scrta hal-hal lainnya vang
dipandang perlu dapat merugilian danfataun membahavakan
organisasi scperti lingkningan, gedung kantor. ltandisi kerja. reputasi
organisasi dan pcecmangku kepentingan lainnyva., Tujuan poenyvampaian
polanggaran  dan  atau  peonyimpangan  terscbut  dimalsud  agar
Pimpinan dapat mengambil tindakan vang sesusl secars tepat waktu
untuk  menyelesaikan permasalahan yvang mergadi penvebab

terjadinya pelanggaran dan atau penyvimpangan.

F-.d

Memnnimalisasikan kemungkinan terjadinya nisike yang merugikan
BATAN apabila mekanisme intenal sebagaimana ditentukan tidak
dapar dilaksanakan atau diberlakukan dan atau disalahgunalkan aleh
Pimpinan alan Pegawai BATAN,

Memberikan pemahaiman edukasi kepada pegawai bahwa BATALD

¥R}

meniberikan perhalian vlama pada ketaalan terhadap kode evik.

4. Mevakinkan kepada sctiap pegawal BATAN terhadap perlindungan
dari huliuman, tindakan balasan atau perlakuan vang tidak wajar dan
adil apabila mengunglaplan pelanggaran dengan itikad baik,

i Mendukung budaya transparansi dan keterbukaan, alkuntabilitas dan
mtcgitas.

. Meninglkatkan efektovitas tata laksana pemerintahan yang baik,

pengendalian internal dan kinerja pegawal maupun organisasi.

Secara umum manfaat dar penvelenggaraan SPESWHES vang baik dan

efektf antara lain adalah:

1. Tersediativa cara penyampaian irlormasi penling dan krids secara
lehih dini leniang pelanggaran bhagi Pimpinan BATAN dalam rangksa
memberikan penugasan kepada pihak yvang harus segera menangari

permasalahan vang lerjadi secara lepal wak o dan elekuil.

L2

Menumbubhkan kondisi unuk tidalk melakukan pelanggaran dengan
semakin  meningkamya kKesediaan untuk melaporkan terjadinya

prlanggaran karcna kepercayasan terhadap sistem Polaporan yang

wWww.peraturan.go.id



http://www.peraturan.go.id

2015, No.549 8

6.

o

efelatid.

Menvediakan mekanisme detelrsi dind (ecrly warning sypstem) atas
kemungkinan terjadinya masalah alkibat suaru pelanggaran.
Menyediakan mckanisme  peonyampaian suatu permasalahan
pelanggaran apabila menurut Pelapeor tidak memunglkinlzan atau tidak
tepar untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara lain bila
disampaikan kepada atau mendiskusilian dengan atasan langsung.
Vienyedialkan kesempatan untuk meonangani masalah pelanggaran
secars intermal terlebih dabholo, sebelom meluss menjadi masalah
pelanggaran vang diketahui oleh masyarakat umuim.

Memitigasi nisiko vang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran
baik dan sem keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan
rerrutasi.

Meningkatnya reputasi BATAN dari sudur pandang  pemangku
kepentingan [stakeholders), regulator dan masyatrakal amuam,
Memberikan masukan kepada organisasi untuk  melihal  lebih
komprehensil dan menyvelurul atea kiilikal dan progses kerja vang
memiliki kelemahan pengendalian internal, seria unuk merancang

tindakan perbailzan vang diperhalzan.,

Defini=i

Dalam 3PP/ WHS ini yvang dimaksud dengan:

Pelanggaran adalah perbuatan vang melanggar peraturan perundang-
undangan, standar prosedur operasi. kebijakan, kede etik dan

lainnya, serta dapat dilaporican,

Termasulk dalam altivitas pelanggaran antara lain:

1. Melanggar peralturan perundang-undangan, misalnva pemalsuan
landa tangan, korupsi, penggelapar, menaikkan harvga [rmark p),
penggunaan narkoba, perusakan barang.

[, Melanggar pedoman kode elik, misalnva beniuran kepenilingan,

pelecehan, lerlibal dalam kegialan masyarakal vang dilarang.

=

Melanggar pringip Standar Akuntansi Pemerintahan vang berlaku.

d. Mclanggar kebijakan dan  proscdur  operasional, ataupun
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kebijalian, prosedur, peraturan lain vang dianggap perlu oleh
BATAN,

Menvalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan

'

pribadi dan atau gelongan/kelompek.

[ Melaltukan ircgularitas scperti pemalsuan deliumen, kesalahan
apropriasi sumberdaya (asct, dana. perlecngkapan kantor dan
lainnya), scrta penggunaan vang tak berdasarkan otorisasi atau
penvalahgunaan asct tetap, mesin dan peralatan kantor atau
catatan /pembukuan administrasi kantor.

g Tindakan kecurangan lainmys yang dapat menimbulkan kerugian
finansial ataupun non-finansial.

h, Tindakan yang membabayvakan keselamatan kenja.
Pelaporan pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran
atan pengungkapan perbuatan yvang melawan hukum, perbuatan
lidak etlis/tidak bermoral atau perbuatan lain vang dapatl merugikan
organisasi maupun pemangku kepenuingan, yang dilakukan oleh
pegawal Alan pimpinan organisasi kepada pimpinan orgatisasi alau
lembaga lain vang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran
terschut. Pengunglkapan ini imumnya dilalkakan secara rahasia.

Pelapor pclanggaran {whistle blower adalah pegawal darl organisasi

itw sendin (pihals internal], Pelapor sevogyanva memberikan bukt,

informasi ataw indikas yvang jelas artas wrjadinya pelanggaran yvang
dilaporkan, sehingga dapat ditelusur atau ditindaklanjuti, Ketiadaan
informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti,

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami

sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia

memhberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang

Pelapor mungkin saja menjadi saksi, ltelapi ddak semua Pelapor dapal

mettjaci salosi.

Pelapor adalah orang yvang melaporkan adanva Undak pelanggaran,

letapi mungkin vang bersangkulan lidak melibal dan mendengar

sendiri pelaksanaan lindak pelanggaran lersebul, Lelapi mempunyail
hukti-bukti surat atau alat buktl perunjuk (rekaman. gambar, dan

lain-lain} bahwa tolah torjadi tindalk pelanggaran.
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6. Investigasi adalah kegiatan untulk menemulkan bulcti-huktdi terkait

dengan pelanggaran vang dilakukan cleh pegawai atau organisasi

vang telah dilaperkan melalui 3PE/ WBS.

Pegawal adalah pegawal BATAN scbhagasimana dimaksud dalam

Ectentuan  peraturan  perundang-undangan vang  berlalku vang

mengatur tentang pegawal BATAN.

8. Pcngrlola PP/ WEBS adalah Tim vang dibentuk olch EKcpala BATAN
scoara tomporer yang anggotanya terdiri dar unsur pongawasan,

hultum, kepegawaian dan teknis,
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BAE II
PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN FELANGGARAN

A. Asas Pelaporan Pelanggaran

Sccara umim asas-asas dalam pengelolaan SPPR/WBS adalah rahasia,

tidal: memihals, independen dan perlindungan terhadap Pelapor.

a. Rahasia.

Sedap idenudilas Pelapor wajib dirahasiakan oleh pengelola 3PP/ WES
Dalam rangka menjaga kerahasiaan Pelapor, pengelola S0/ WES wajib
memhberikan perlindungan atas kerahasinan identitas Pelapor sesuai
dengan mekanisime perlindungan kerahasiaan sepert perahasiaan dan
penvaimatran idenlitas DPelapor. Kewajibat inerahasiakan idenlilas
elapor tidal berlaku apahbila proses peradilan vang perlil menyvatakan
identitas atas Pelaporan pelanggaran.

Dalam rangka perlindungan identitas Pelapor, Pengelola, SPP/ WS wajib
menyvamarkan, termasulk member kode atau metoda lainnya, identitas
Pelapor untuk menghindarkan adanva subyvektivitas, kecurigaan serta

menghindarkan sikap memihak.

b. Tidak memihalk
Bedap laporan pelanggaran dan alaun penvimpangarn kepada pengelola
SPP/WES wajlb memenuhi sifat tidak memihak fAmpartiol) sula, ras,

agama dan golongan scrra tidalk hersifat fitnah dan atau laporan palsu.

c. Independen
Pengelola BPP/WRS wajib bersikap independen atas laporan wang
diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan pengelola
SPR/WBS  maka petugas  pengeloln yang  bersangkutan  wajib
mengajulkan pengunduran din dari penugsssn menangsni kasus
dimaksud secara tlertulis kepada [Pimpinan alau  pejabal vang
hetwenatng di BATAN dalam rangka untulk menghindarkan adanya

kenturan kepentingan.
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d. Perlindungan Terhadap elapor
Pimpinan instansiforganisasi, termasulk pengelola S0/ WES, wajib
memberikan perlindungan kepada Pelapor pelanggaran terhadap
pembalasan, tckanan atau ancaman Dbaik seccara fisik, psikologis,

administrasi maupun penuntutan hulam,

Perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran dilaksanalan apahbila

Peclaporan pelanggaran menyampaillkan pongungkapan dengan

memenuhi kriteria sebagal benlut:

a. Beritikad baik berdasarksn dorongan meoral dan etika serta tidak
mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas;

b, Informast dan atau pelanggaran yvang disampaikan yang telah terjadi
tan dapat dipercayva; dan

¢c. Hal-hal vang terjadi sesuai dengan informasi dan atau pelanggaran

vatg disampaikan /dilaporkan dan dapat dipercaya.

Kriteria asas perlindungan erhadap Pelapor pelanggaran wajiby dipenhi
dalam rangka menghindarkan adanva laporan palsu, fitnah, bersifar
mengada-ada atan tidak Beritilkad baile. Dalam hal laporan pelanggaran
tidaly memenuhi kriteria Polaporan pelanggaran, maka Pelapor wajib
dikenakan  sanksi. Usulan  pongenaan sanksl disampaikan olch

Pongelola 3PP/ WES kepada Pimpinan BATAN,

Dalam hal Pelapor memandang perlu membutuhkan perlindungan
selain perlindungan dari BATAN, maka Pelapor dapat meminta bantuan
pada lLembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 rentang Perlindungan

Salesi dan Korbar.
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B. Pengungkapan Identitas Felapor

Pengungkapan identitas Pelapor kepada pihak lain atau eksternal wajib

memcenuhi kriteria berikut:

a. Pengelela SPP/WES dilarang mengunglaplian  identitas Pelapaor
tanpa porsctujuan, baik sccara lisan atau tertulis, darl Peolapor
kecuall dalam hal:

1. Thpersyaratkan clch undang-undang atau proscs peradilan;
2. Laporsn  ysng  dissmpaikan  berisikan hal-hal  malapraktik,
penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran:

3. Hal-hal vang dilapotkan terkait dengan kepentingan publik
atau masvarakat,

b, Apahbila dalam faktanya bahwa identitas Pelapor perlu diungkanpkan
atau tidak disembunyikan sebhagaimana diperlukatn investigasi atau
dalam rangka diperlukannva pengatnbilan lindakan vang sesuai,
maka pengelela 3PE/WHS awlau  invesligalor  wajib meminta
perseijuan lerlebih dahulu kepada pihak Pelapor.

c. Dalam hal informasi  ddenlitas  Pelapor  diungkapkan maka
pengiingkapan identitas Pelaper hanya dapat disampaikan kcpada
pihalt vang meminta identitas Pelapor. Pengelola SPP/WES wajlb
mendapat persetujuan terlebibh dahulu dari Kepala BATAN atau

pcjabat yvang dilkkuasalkan scbhelum menvampailzan identitas Pelapor.,
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BAE 111
ORGANISASI PELAPORAN

A. Media Komunikasi

Efelgtivitas implementasi 3PE/WES memerlukan suatu saran atau media
komunikasi vang dapat dialkses olch Pelapor. Media dimalisud digunakan
alch  Pelapor untuk mengkomunikasikan pelanggaran  vang akan
dilaporkan ke pengelola SPP/WARS. Media komunilkast yang digunalkan glch
Prlapor dapat herbentul:

- komunikasi secara fisik atau tatap mulka;

- tertulis;

- telepon;

- e-mail;

- kotak pos; atan

- heniuk lainnya.

Pengelola 3P/ WES waijib melakukan penaltansabaan lapotan yvang
dilerima dari para Pelapor serta merahasiakan ideniitas Pelapor. Pengelola
SPE/WEBS wajlb mendorong Pelapor untulk mengungkaplkan dan
menvampailzan hal-hal vang berbentulk pelanggaran, pcenvalahgunaan
wowenang  dan atau kecurangan  sccara tertulis dalam ranglka

dokumentasi terthadap penerimaan Pelaporan pelanggaran.
. Pengelolaan SPP/IVBS

Pengelolaan SPP/ AR5 memerlukan komitmen dari Pimpinan dan seluruh
Pegawai BATAN untuk melaksanakan 3PP/ WES serta berpartisipasi aktf
dalam melaporkan pelanggatan,  penyalahgunaan  wewenang dan
malapraklik apabila menemukantva.

Dalam  implemeniasi  SP0%YWHS, BATAN wajib menelapkan pengelola
S WES, Pengelola SRS WES wajih memiliki inlegritas, independen dan
obyelklil alau tidak memihak, dapal dipercaya, mampu berkomunikasi dan
melaksanakan interviu, serta kompetensi vang memadai. termasuk

prlatihan yang memadai. Sclain ity sumbor dava manusia yvang mengelola
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SPI/WES harus didukung dengan jumlah dan pendanasan vang memadai,
termasuk penyvediaan sarana dan pragsarana.

Implementasi SPP/IWES secara operasional sangat tergantung terhadap
kesadaran dan pemahaman sctiap Fimpinan dan Pegawal BATAN atas
pontingnya mekanisme penyampaian Pelaporan pelanggaran. Dalam rangla
memberilzan tingkat pomahaman dan Ecgsamasn perscpsi vang memadal
terhadap SPP/WBS mala dipcerlulian sosialisasl vang borlkesimambungan
schingga kesamaan persepsi torhadap SPP/WES dapat tercipta atau

terbentule sesual dengan vist dan misi BATAN,
Mekanisme Pelaporan

Pada dasamya diberlakukannya SPP/SWEE antara lain hertujuan untuk
meningkatlan transparansi dan keterbukaan., serta keterlibatan setap
Pitnpinan dan Pegawai BATAKN uniuk memberikan koniribusi  vang
berniilai lambah terhadap BATAN. Mekanisme Pelaporan pelanggaran
dalam rangka iransparansi secara umum dapal dilaksanakan melalod

Mekanisme Tidak Langsung, dan Melanisme Langsung,

1. Mclkanizme Tidalz: Langsung.

a. Pengungkapan  adanyva  pelanggaran, penvalahgunaan atau
malaprakok vang timbul atau terjadt pada suatu unit organisasi di
Iinglkungan BBATAN oleh Pelapor sedapat mungkin disampaikan oleh
Pelapor kepada atasan langsung atau pejabat vang berwenang pada
unit organisasi yang bersangkutan,

b. Ifal ini  dimaksudkan agar unit organisasi dimaksud dapat
mengetahui  sedini munglkin  permasalahan  vang terjadi  dan
melakukan tindskan perbaikan untuk menyvelesaikan permasalahan
varg lerjadi sebelum permasalahan dimaksud meluas ke seluruh
uniL organisasi BATAN alan menjadi perhalian masvarakal., Dengan
demildian diharapkan bahwa pejabal yvang berwenang pada unil
organisasi dimana permasalahan terjadi dapal mengambil tindalan
vang sesval dengan penvebab terjadinya masalah.

¢, Txalam hal Pelapor berpendapat bahwa  Pelaporan  pelanggaran
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kepada atasan langsung helum mendapat tindak lanjut vang
memadai, DPelapor dapat menvampailkbannva kepada EKepala Unit
Kerjanyva.

d. Atasan Langsung atau Kepala Unit Herja dapat memutuskan
mcnvampaikan laporan pelanggaran kepada pengelola SPPY WBS.

¢. Dalam hal Pelapor berpendapat bhahwa Pelaporan pelanggaran
kepada Ecepala Unit Kerja helum meondapat tindak lanjut yvang
memadai, Pelapor dapat menyampaikannya ke pengelola SPR/WRS
malalul Mekanisme Tangsung dengan pertimbangan scbagaimana

diuraikan pada bagian selanjutnya.

2. Mekamisme Langsung.

Pelapor dalam menyvampaikan laporan pelanggaran melalui Mekanisme

Langsung wajib mempertdmbangkan hal-hal berikcut:

i Pelapor berpendapal penvelesaian alas pelanggaran belum memacai;
atau

b. Llerdapal alasan vang mendasar bahwa terlapor akan menjadikan
Pelapor sebagai korban atan  intimidasi alau  pemaksaan  jika
permasalahan yvang terjadi dinngkaplian sccara internal: atau

¢. terdapat kevakinan bahwa pongunglkapan melalui Mcelkanisme Tidalg
Langsung mcngakibatkan penghilangan/perusakan barang bukti;
atanl

d. Pelapor Dberpendapat  babhwa permasalaban  yvang  dilaporkan
merupakan suatu hal vang serius dan Pelapor tidak dapat

mendiskusikan dengan atasan langsung atau Kepala Unit Kerja,

Dalam hal Pelapor telalh mempertmbangkan hal-kal rersebut di atas
maka Pelapor dapal menghubungi alau menyampaikan permasalahan
pelanggaran kepada alamatl sural, e-mail, lelepon atau Lalap muaka
berikul ini:

PENGELOCLA SPP/WEBS

d/a INSPEKTORAT

J1. KEuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Telp. +6221- 525-3694

e-mail ; inspektoratiibatan.goe.id
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BAB IV
FENGELOLAAN SPP/WBS

Dalam rangka pengclolaan SPP/WEBS vang balk diperlukan pengaturan
tentang standar aperasi proscdur Pelaporan pelanggaran. Standar aperasional
mrescdur dimalksud mencakup antara lain pengendalian, pencrimaan dan
analigis laporan, pcmceriksaan dan atau investigasi schagai tindals lanjut

analigis serta polaksanaan perlindungan terhadap Pelapor.

A, Pengendalian
Secara umum pengendalian terhadap pelaksanaan SPP/WEBS mencakup
antara lain hal-hal berkor:
1. Betiap Pelaporan pelanggaran vang ditenma wajib didokumentasikan,
2. Pelapor diharapkan dan/atau dipersuasi untiik menpungkapkan
identlitasnya.

ldenitas Pelapor wajib dirahasiakan, dilindunegi dan disamarkarn.

¥R}

4. Pengelola BP0/ WHES  wajib menyvampaikan  pemberitahivan  jika
Pelaporan pelanggaran yvang disampaikan tddak memerlukan iindak
lanjur erupa pemeriksaan /investigasl

5. Bctiap laporan pelanggaran yvang diterima wajib dilaltulkan analisis
dan hasil analisis disampaikan kepada Kepala BATAN.

£ Starus atau progres dan penanganan Prelaporan pelanggaran wajib
disampaikan secara Dberkala atau sewaktu-walktu bila diperlukan
kepada Kepala BATAN,

7 Pelaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil
analisis harus didasarkan atas surat tugas yang diterbitkan oleh
Kepala BATAN.

8 Perlindungan kepada Pelapor secara internal wajib didasarkan alas
perlimbangan vang wajar dan didasarkan atas penugasan Kepala
BATAN.
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B. Tata Cara Fenerimaan dan Analisls Laporan

Pengelola BFPFP/WES wajlb menyclenggarakan fungsi poncrimaan dan

analisis laporan. Dalam pelaksanaan fungs dan tugas ponerimaan dan

analisis laporan, Pengelola 8PP/ WHS wajib melaksanakan hal-hal schagai
berilzut:

1. Inspektur menerima setiap laporan baik dalam bentuk komunikasi
secara fisik atau tatap mulka, tertulis, telepon, e-mail, kotak pos atau
bentuk lainnva. Semua laporan wajib  ditatausahakan dan
didolnmentasikan;

2, Dalam hal laporan dilakukan secara lisan melalui talap muka dan
alau lelepon, Pelaporan pelanggaran wajib dibuatkan ihisarnya
secara lerlulis oleh lnspekiur;

3. Inspekiur mendisposisi dan menyvampaikan kepada DPengelola
SPP/WEBS laporan pelanggaran vang dileriina dan menugaskan
unik melaksanakan analisis;

4, Pengelola ST/ WES menerima dari [napektur laporan pelanggaran,
ltemudian mencatat dan mendolkumentasiltannya,

o, Pengelola 3FP/ WES melaksanakan analisis terhadap laporan vang
diterima untuk  menentukan apakah laporan vyang diterima
memerlukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan dan atau
imvestigasi;

b, Pengelola SPP/WES menyampaikan laporan analisis  kepada
[nspekiur serts mendokumentasikannya; dan

7. Calam hal dan hasil snalisis laporsn pelanggaran tersebut harus
dilajutkan dalam bentuk pemeriksasn dan atau investigasi, maka
Pengelola  SPRPAWES menyusun  dan menyvampaikan  kepada
Inspektur:

a. Konsep memo  Inspektur  kepada Kepala BATAN  tentang
permintaan untul melalnikan pemeriksaan/ investigagi, dan
k. Konsep surat tugas hepala BEATAN.
8. a. Inspelktur menerima dari Pengelola SPP/WES dokumen:
1. Hasil analisis atas Pelaporan pclanggaran:
2. Kongep memo [ngpelittur kepada Kepala BATAN  tentang

permintsan penugasan pemeriksaan finvestigasi; dan
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3. Kongep surar tugas Kepala BATAN untuk melalisanakan
pemerilksaan finvestigasi vang telah diparaf, jika diperlukan.

k. [napektur menelagh dokumen. melakulkan pembahasan dengan
Pengelola SPE/WEBS terkalt dengan hasil analisis Pelaporan
pclanggaran, mconandatangani momo-menms, dain memparaf
konscp surat tugas scrta menvampailkan meme Kepada Kepala
BATAN.

0, Inspektur menvampaikan laporan hasil analisis, memo, nctulen
poembahasan, dan komsep surat tugas vang telah diparaf kepada
Kepala BATAN,

10.  a. Kepala BATAN menerima dari Inspektur, dokumen:

1, Laporan lasil Analisis;

2. Memao Inspektur kepada Kepala BATAN  tentang permin-
taan penugasan pemeriksaan finvestigasi:

3. Notulen pembahasan: dan

4. Konsep Suralt Tugas Kepala BATAN unluk melaksanakan
pemeriksaan finvesligasi vang lelah diparal

h. Kepala BATAN menelaah dokumen yvang diterima, melaliukan
pembahasan dengan Inspekiur, menandatangani sural (ugas dan

menvampaikan ke Inspekiuz.

C. Tata Cara Pemeriksaan/Investigasi Pelanggaran

Tata cara pelaksanaan pemeriksaan/investgasi sebagai tindak lanjut

hasil analisis laporan adalah sebagai berikul .

1. Inmspekiur menerima dari Kepala BATAN sural lugas pemeriksaan,
melakulkan pembahasan dan memberikan arahan kepada anggola lim
pemeriksa/investigast scrta menyorabhkan surat tugas kepada Tim
Pemeriksa/Investigasi;

2, Tmspektur melaksanakan  supervisi dan  revin kertas  lkerja
pemeriksaan /investigasi. [Tasilnya berupa supervisi, veviu dan  paraf

pada kertas kerja;
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3. Tim DPemerilzsa/Investigasi menerima surat  tugas, melakukan

G

pembahasan dan  koordinasi  internal, pembagian tugas serta
melalksanakan tugas;

Tim Pcmeceriksa/Investigasi menyusun dan menvampaikan dokumen
lkepada Ingpektur:

a. Kerias kerja pemeriksaan/ invesigasi;

k. Laporan hasil Pemerilzsaan/investigasi; dan

c. Konscp memo Ingpektur kepada Kepala BATAN fentang Laporan

Hasil Pemeriksaan fInvestigasi,

. a. Ingpektur menerima dar Tim Pemeriksa/Investigasi dokumen:

1. Kertas kerja pemeriksaan/ Investigasi;
2. Dnsposisi laporan hasil pemeriksaan/Investigas: atas pelang-

garan; dan

[

Kongep memo Inspektur kepada Kepala BATAN  tentang

Laporan Hasil Pemeriksaan f Investigasi.

b. Inspekiur menelaalh dokumen vang dilerima, melakukan
pembahasan dengan Tim Pemeriksa, menandalangani memo-
memo dan laporan, serta mematal konsep sural Kepala BATAN.

a. Kepala BATAN menerima dari dan mendisposisikan ke Inspektur
dokumern:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran;

2, Memo Inspeldtur kepada Kepala BATAN tentang permintaan
penugasan pemeriksaan/investigasi; dan

3. Konscp Surat kepala BATAN.

h. Kepala BATAN menelaah dokuimen yvang dilerima dan melakukan

pembahasan dengan  Inspelatur, menandatangani surat  scrta
menugaskan kepada Tata Usalia untull menvampailzan surat ke

instansi torlait,
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D. CONTOH FORMULIR LAPORAN PELANGGARAN Morhim
(WHISTLE-BLOWING REPORT) dipethatikan

Detfriued Do ferig
Teaporene i
{netuepees) koo,
seterl
mErpetadfu doto
poihedi cenaed.

. Umum
Saya tclah membaca proscdur Pelaporan
pelanggaran fwhistle  Bloudng  dan setuju untuk

terikat prosedur ini.

[l.  Informasi Institusi /Lembaga

1. Nama Institusi/ Lembaga Dt dengan
alamat leRghap

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1. Informasi Perseotrarngar

1. Nama Anda 2ist nama

depart don

heloboang, mo
tede o prtlecdi

el errewatl armden.

4. Waku vang lepal unluk berkomunikasi dengan
Anda

5. Cara paling tepal berkomunikasi dengan Anda

| Telepon Emnail
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IV,

Laporan Pelanggaran

Surat

Tatap Muka

22

Koral: Pos

Lainnys

1. Pelanggaran apa vang hendak Anda laporkan

2. Apakah Anda memiliki kecurigazn vang serus

Kode Btk

Standar Prosedur Operasi

Personalia

Pengadaah Barang/Jasa

Kondizi Tangkungan Godung kantor

Peralatan

Perlakuan oleh Atassan atau Rekan Sejawat

Lain-lain

atau kepastian

Keourigaan

3. Kapan hal tersebut terjadi

4. Dimana hal tersebut terjadi

Kepastian

5. Menurul pendapal Anda siapa saja vang lerlibal:

gdan

M.

Nama Depan

Nama Belakang

Jabatan

1.
2,

Dzt (BN ENATL
GITIEANTR SR,
wiraclee el
menilizkon leloh

eledinl el 10, 61

Diisi Tealicesi.
elirhareieT,
Qe fescTieres rAATL

Iroaruseckss T

Frl e O e D T T

ot owarnd Jesrig g
clear jerlrertern
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Tidal: diketahui

6. Menurut  pendapat  Anda,  kerusaksn/kerugian potensial
(keusngan atau yang lainnya) terhadap institusi

Y., MenuruL Anda hal lersebul akan berulang
kembali?

| Tidak Ya, kapan?

Y. Tindakan ersecrangan
1. Bagaimana Anda menvadari atau memsaharni
adanva lcondisifsituasi rerschut?

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2, Sudahkah Anda meclaporkan hal ini lcpada  Selather demgen

. neerr elon reken
atagsan langsung Anda bekorja? , *
berin.  temmn atou

retosi
Tidak, kenapa | ya. dan akibatlnva
3. Apakah Anda mengetahui ada orang lain yang
mengetahui hal ini, tetapi tidalk terlibat?
’—| Tidak —‘ Ya
Deasshripssitant
P themaggen

bkt wang  anda
seroithar

4. Apakab Anda mennliki bukt fisik vang dapat
diserahkan®

Tidak Ya
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It hile: areder
V1. Informasi Tambahan menilibi  informast
tambrafui

Nama Pelapor Nama Pelugas
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BAB V
PENUTUP

Keberhasilan implementasi yvang berkesinambungan pedoman SPES WHS
ini melalui beberapa tahapan implementasi vaitu sosialisasi dan
penerapannya. Kegiatan =osialisasi diperlulkan dalam rangka
mendapatkan pemahaman vang memadal dan kKesamaan  porsepsi
terhadap keonscpsi  filoseli dan manfaar Implementasi  SPP/SWBS.
Prlaksanaan sosialisasi pedoman 2PP/WES bhaik kepada Pimpinan
dan pegawal BATAN harmis mampu menjadi pemicu atas kKepeduilian dan
komitmen yang konsisten untuk  melaksanakan  5PRSWHS,  Belain itu
diharapkan hahwa sccara bortahap terbentuls rasa memilila dam semua
pihak di TATAN terhadap keberadaan dan implementasi SPP/IWRES dalam
kegiatan operasional sehari-hari. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang
berkesinambungan diharapkan mult tafsir atas penerapan SPP/WRS
dapat dimitigasikan sehingga efelctivitas SPP/ WS sebagai salah satu sub
sistem tata laksana pemerintaban yang baik bermanfaat untuk

menitigkatkan kinerja dan repuiasi BATAN,

Penerapan pedoman S0P WES perla disinerjikan dalam  pelaksanazan
operasional  sehari-hari amara  lain disiplin pegawad, kode eudk,
pelaksanaan Mngsi dan lugas operasional kegialan seperli pengadaan

barang dan jasa dan lainnva.

Pemutakhiran terhadap pedoman ST/ WES perlu dilaksanalkan dalam
rangka menyesuailzan dengan perkembangan vang terjadi serta antisipasi
atas peristiwa kemudian. Pelaksanaan pemutakhitan pedoman melalus
revitl dan  evaluasi diperlukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat
efektivitas  implementasi SPP/WRS Selain itu hasil reviu juga dapat
digunakan untuk pemutakhiran SPP/WES dalaom rangka
mengakomodasikan perubahsn yang terjadi sertsn penyesuaian dengan
praktilk-praktik vang baik vang berlaku. Pada tahspan ini diharaplan
pambaran atas penerapan SPPS WES dapat diperoleh sehingga identifikasi

kelemahan maupun kebaikan sistem dapal dijadikan dasar sebagai bahan
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penyempurnaan atas pedoman SPP/WES. [Pelaksanaan evaluasi perlu
dilakukan secara berkala dengan rentang wakitu vang memadai sehingga
diperoleh gambaran nyvata atas penerapan SPF/WES serta bahan
rekomendasi penyempurnaan atas podoman SPPE/WES. Hasil cvaluasi
dimalzsud perlu disampailkan kepada Kepala BATAN dalam rangka
Iegitimasi pclaksanaan tindak lanput atas rekomendasi vang  telah

disampaikarn.

KEPALA EADAN TEMNAGA NUKLIE NASIONAL,

LJARCT SULISTIO WISNLUBROTO

wWww.peraturan.go.id



http://www.peraturan.go.id

